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ABSTRAK 

 
Ramania/222017291/2021/Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan 
Lampung) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap 
kinerja pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Jenis 
penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Kabupaten/Kota Provinsi Sumtera 
Selatan dan Lampung. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Data yang digunakan 
adalah data sekunder yang berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD), 
jumlah anggota legislatif, anggaran dan realisasi belanja daerah. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan regresi liner berganda. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa secara simultan transparansi dan ukuran legislatif berpengaruh 
terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. 
Secara persial vaiabel tranparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan, variabel ukuran legislatif 
tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan 
dan Lampung 
 
Kata Kunci: Transparansi, Ukuran Legislatif, dan Kinerja Pemerintah Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Era otonomi daerah di Indonesia mulai sejak diterapkannya Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak, 

wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarkat daerah tersebut. 

Pemerintah berupaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang 

baik (good governance) dengan adanya Undang-undang Nomor  23 tahun 

2014 diharapkan mampu mendorong terwujudnya good governance. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 setiap entitas 

pelaporan mempunyai kewajiaban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah 

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstuktur pada suatu priode pelaporan untuk kepentingan 

akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi 

(intergenerational equity), dan evaluasi kinerja.  

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, 

pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi, menjalankan 

disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi 

tumbuhnya aktivitas usaha(Arifin 2020: 107). 
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Organisasi pemerintah sering dipandang sebagai organisasi yang 

memiliki kinerja kurang baik. Orang-orang di dalam organisasi pemerintahan 

sering dianggap lamban dalam berkerja, sering mengalami berbagai kerugian 

dan pemborosan, tidak efisien, tidak efektif, dan tidak produktif di dalam 

melaksanakan kegiatannya (Iwan dan Ardeno 2020: 4) 

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi daerah yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan daerah (Dailibas, dkk 2010: 11). Kinerja suatu 

organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan melaksanakan tugas-

tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang 

tinggi dengan biaya yang rendah (Mardiasmo 2018: 238).  

Dengan melakukan pengukuran kinerja berbasis value for money akan 

diperoleh gambaran terkait ketercapaian program kerja dalam mencapai 

layanan publik, dan bukan sekedar mengukur tingkat serapan anggaran. Maka 

untuk mengukur ketercapaian program kerja dan anggaran tersebut adalah 

dengan pengukuran kinerja berbasis value for money atau sering disebut 

dengan kinerja triple E yaitu Ekonomi, Efesiensi, Efektivitas (Mahsun 2019: 

9.1).  

Dari sudut pandang audit kinerja, konsep ekonomi merupakan konsep 

paling sederhana dibandingkan dengan konsep efisiensi dan efektivitas. 

Dalam hal ini, konsep ekonomi semata-mata dilihat dari pengeluaran uang 

yang dilakukan, dengan memperhatikan prosedur pelaksanaan dan 
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pertanggungjawaban pengeluaran tersebut (I Gusti Agung Rai 2008: 22).  

Entitas pemerintah dinilai memiliki kinerja yang baik dari aspek ekonomi 

apabila entitas pemerintah dapat memperoleh input dengan harga yang 

minimal, dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas input (Iwan dan 

Ardeno 2020: 14). 

Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input 

dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi berkaitan 

dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input 

resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros 

dan tidak produktif (Mardiasmo 2018: 5).  

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah 

daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku 

kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan visi dan 

misi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu 

kebijakan operasional yang telah diambil (Dailibas, dkk 2010: 13). 

Upaya pemerintah memberikan informasi kinerja didorong dengan 

adanya Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana dalam 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelanggaraan negara dan 

badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 

publik. Dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu 
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yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Transparansi berarti keterbukaan (oppeness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan informasi lainnya yang akan digunakan 

untuk mengambil keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang 

berkepentingan (Arifin 2020: 109). 

Selain transparansi diperlukan juga pengawasan oleh badan legislatif 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan legislatif adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif 

meliputi DPR dan DPRD. DPR dan DPRD melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif (Baldric 2017: 65). DPRD 

merupakan lembaga representasi rakyat di daerah, berkedudukan sebagai 

salah satu unsur penyelenggaran pemerintahan daerah, menjalankan fungsi 

legislasi, budget, dan pengawasan (Fakhry 2019: 2). 

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah 

menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD 

kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling 

banyak 50 (lima puluh) orang (Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 

155). 
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Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwalikan Provinsi 

Lampung Sunarto meminta Pemprov Lampung untuk meningkatkan kinerja 

pengelolaan sumber daya kesehatan terhadap dana jaminan kesehatan 

nasional pada Pemkab Lampung Barat dan Pemkab Way Kanan. Selain itu, 

kinerja atas pengelolaan dana desa pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab 

Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, dan Pemkab Pasawaran. “Kami 

mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemprov 

Lampung dan pemerintahan Kabupaten/kota di Provinsi Lampung. LHP ini 

merupakan bahan dalam meningkatkan kinerja terhadap mutu pelayanan 

kepada masyarakat yang mampu berdampak terhadap meningkatnya 

kesejahtaraan masyarakat lampung,” ujar Sunarto 

(https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pk1gvw430). 

Berkait dengan pemborosan dana Prima Irmansyah Permana 

menyatakan bahwa pemeliharaan berkala jalan Imam Bonjol di kota Metro 

Pusat dianggap sia-sia oleh masyarakat lantaran dianggap kualitasnya buruk 

dan hanya pemborosan anggaran saja. Terpisah, Ketua Lambaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Nagara (Perkara) DPD 

Provinsi Lampung, Hendrik menilai bahwa seharusnya pemerintah intens 

dalam melakukan pengawasan terhadap setiap proses pekerjaan. “Seharusnya 

ini di evaluasi, karena terkasan menghamburkan uang. Masak jalan masih 

bagus, mulus, di lapis lagi tapi lapisannya terkasan asal-asalan begini,” 

ungkapnya (https://radarlampung.co.id).  

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pk1gvw430
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Nunik Handayani menyatakan bahwa ada kejanggalan hasil 

pemeriksaan audit keuangan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun sayangnya pada 

LHP Nomor 26A/LHP/XVIII.PLG/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 untuk 

Kabupaten Banyuasin ini tidak melampirkan Buku II dan Buku III yang 

berupa penjabaran dari temuan hasil pemeriksaan pada sistem pengendalian 

intern serta penjabaran dari hasil tamuan pada Kepatuhan terhadap Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan (https://jurnalsumatra.com). 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Bambang (2020) hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Pardomuan dan Ade (2020) hasil penelitian menunjukan 

bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi 

dan Suwardi (2018) hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi 

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utami & Mutoriqoh (2020) hasil penelitian 

menyatakan bahwa transparansi tidak  berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan Saragih dan Setyaningrum (2015) hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa legislatif berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 
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Fikri, Einde, dan Rindu (2019) hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran 

legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah 

daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vegy dan Vanica 

(2019) hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran legislatif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.  

Provinsi Sumatera Selatan merupakan sebuah Provinsi di indonesia 

yang terletak pada pulau Sumatera bagian Selatan dengan Kota Palembang 

sebagai ibu kotanya. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari empat 

kota, yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau 

dan tiga belas Kabupaten. Sedangkan, Provinsi Lampung merupakan sebuah 

Provinsi yang terletak pada pulau Sumatara bagian Selatan dengan Kota 

Bandar Lampung sebagai ibu kotanya. Lampung terdiri dari dua Kota, yaitu 

Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dan tiga belas Kabupaten. Guna 

meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahtaraan masyarakat Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung menerapkan otonomi 

daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 untuk seluruh 

Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota dapat  mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah daerah dan kepentingan masyarkat daerah tersebut. 

Serta berupaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik 

(goodgovernance) dalam penyelenggaraan pemerintahannya guna 

menghasilkan kinerja pemerintah yang baik untuk seluruh Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. 
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Tabel I.1 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung 

No Kabupaten/Kota Transparansi 
(X1) 

Ukuran 
Legislatif  

(X2) 

Kinerja 
Pemerintah 

Daerah 
(Y) 

  Sumatera Selatan      
1 Musi Rawas 98% 40 98,03% 
2 Ogan Komering Ulu Selatan  98% 40 94,22% 
3 Lahat 95% 40 99,78% 
4 Muara Enim 95% 46 100,71% 
5 Lubuk Linggau 95% 30 98,99% 
6 Empat Lawang 95% 35 101,71% 
7 Musi Banyuasin 93% 45 92,34% 
8 Ogan Komering Ilir 93% 45 85,60% 
9 Palembang 93% 50 95,94% 
10 Banyuasin 90% 45 97,86% 
11 Ogan Komering Ulu Timur 90% 45 97,71% 
12 Pagar Alam 85% 25 79,31% 
13 Prabumulih  83% 25 97,50% 
14 Musi Rawas Utara 83% 25 90,02% 
15 Ogan Ilir 80% 40 88,82% 
16 Ogan Komering Ulu 75% 35 96,96% 
17 Penukal Abab Lematang Ilir 68% 25 86,01% 
  Lampung      

18 Lampung Barat 98% 35 96,94% 
19 Pasawaran 98% 45 97,87% 
20 Way Kanan 98% 40 99,81% 
21 Pringsewu 98% 40 94,95% 
22 Tulang Bawang 95% 47 89,80% 
23 Bandar Lampung 95% 50 90,06% 
24 Lampung Timur 93% 50 93,98% 
25 Lampung Tengah 93% 50 82,12% 
26 Lampung Selatan 88% 50 90,62% 
27 Tulang Bawang Barat 88% 30 87,16% 
28 Metro  80% 25 97,19% 
29 Tanggamus 80% 45 92,82% 
30 Mesuji 80% 35 91,70% 
31 Pesisir Barat 78% 25 98,51% 
32 Lampung Utara 75% 45 89,38% 
Sumber: Kemendagri, BPS, DJPK (data diolah, 2021) 
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Berdasarkan tabel I.1 menunjukan kinerja pemerintah daerah 

Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang dilihat dari tingkat ekonomi 

sebesar 100,71% dan 101,71% yang artinya pemerintah daerah tersebut 

masuk dalam kategori tidak ekonomis. Tetapi, Dengan kinerja tersebut 

Kabupaten Muara Enim dan Empat Lawang memiliki indeks transparansi 

yaitu sama-sama sebasar 95% yang masuk dalam kategori ekstensif dengan 

tingkat keterbukaan cukup terbuka. Selanjutnya dilihat dari jumlah anggota 

legislatif Kabupaten Muara Enim sebanyak 46 orang dan Kabupeten Empat 

Lawang sebanyak 35 orang, semakin banyak anggota DPRD maka 

diharapkan semakin mudah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan 

pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintah daerah tersebut. 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana upaya 

pemerintah mewujudkan pelaksaanaan kepemerintahan yang baik (good 

governance) untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan didukung 

adanya transparansi yang akan memudahkan masyarakat dalam menanggapi, 

mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Serta, semakin banyak 

anggota legislatif diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi DPRD 

terhadap penyelenggraan pemerintah daerah agar menghasilkan kinerja 

pemerintah daerah yang baik. 

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Ukuran Legislatif 

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang dapat 

ditemukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap 

kinerja pemerintah daerah? 

2. Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah 

daerah? 

3. Bagaimanakah pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah 

daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

2. Untuk  mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan maka penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi penulis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh transparansi dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

2. Bagi pemerintah daerah 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan sebagai 

evaluasi dimasa mendatang mengenai pengaruh transparansi dan ukuran 

legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

3. Bagi almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi 

penulisan di masa yang akan datang. 
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